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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara 
sengketa tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara. Dan efektivitas penerapan 
PERMA No.1 Tahun 2016 dalam hal mediasi tentang kasus pertanahan. Tipe penelitian ini hukum 
normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif dalam hal ini melakukan kajian terhadap 
Undang-Undang dan PERMA No.1 Tahun 2016. Sedangkan ketentuan empirisnya akan diperoleh 
dari Kecamatan Ranteangin kabupaten Kolaka Utara. Dari hasil penelitian yang diperoleh yakni 
mediasi yag di lakukan di Desa Rantebaru Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara yakni 
kurang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian 
perkara sengketa tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara yaitu kurang efektif, hal 
ini dapat dilihat dari kasus yang terdapat dalam skripsi ini Dimana tidak tercapainya kesepakatan 
penyelesaian sengketa tanah antara pihak yang bersangkutan. Peraturan Mahkamah Agung No.1 
Tahun 2016 (Perma)mengisyaratkan bahwa mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan pihak 
yang bersengketa, tanpa mencari atau membahas siapa pihak yang menyebabkan terjadinya 
sengketa. 
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1. Pendahuluan 

Di Negara Indonesia konflik atau istilah sengketa sering di temukan atau di 
dengar dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini atau sengketa ini bisa saja terjadi 
dikarenakan hal yang sepele, misalnya konflik antar tetangga yang 
mempermasalahkan tentang batas tanah, sengketa pelanggaran perjanjian atau 
kontrak. Akan tetapi setiap orang sudah pasti tidak menginginkan suatu konflik atau 
sengketa terjadi di dalam kehidupannya.Dalam hal ini, penyelesaian konflik 
hendaknya berimplikasi positif bagi penciptaan dan peningkatan kemakmuran 
warga masyarakat. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya 
sepertinya merupakan konflik laten. Dari berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan 
menajamnya sengketa tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan 
terbentuk dari benih-benih yang sekian lama memang telah terendap. Pihiak-pihak 
yang bersengketa pun sebagian besar kalaupun tidak bisa disebut hampir 
seluruhnya bukan hanya individual, namun melibatkan tataran komunal.Ada 
beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternative yang umum digunakan, salah 
satunya ialah mediasi. Mediasi ini secara langsung merupakan suatu kewajiban 
yang harus dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian 
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sengketa perdata melalui mediasi ini dengan “win-win solution” yang 
menggunakan pengadilan sebagai sarana mediator dan sekaligus dapat berperan 
sebagai katup penekan. Yang diharapkan tidak hanya lebih efektif dan efisien bagi 
para pihak yang bersengketa, tapi juga bagi pengadilan yang bertugas 
menyelesaikan sengketa mereka.1 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah Bagaimanakah 
efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Kecamatan 
Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara Bagaimanakah penerapan PERMA No. 1 Tahun 
2016 dalam hal mediasi tentang kasus pertanahan  Adapun tujuannya Untuk 
mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di 
Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara. Untuk mengetahui Prosedur 
penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam hal mediasi tentang kasus pertanahan. 

 
2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan 
empiris. lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ranteangin. Kecamatan Raanteangin 
merupakan salah satu daerah yang berada di kabupaten Kolaka Utara, Provinsi 
Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat persengketaan 
tanah yang tebilang tinggi atau banyak terjadi di daerah tersebut. Jenis data yang 
di gunakan berupa data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan 
adalah wawancara dan sudy dokumen dan analisis Data yaitu Kualitati dan 
Deskriftif.  

3. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah di 
Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara 
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti suatu keberhasilan dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Sengketa atau perselisihan 
tentang tanah yang terjadi didalam masyarakat harus diatasi dengan bijaksana, 
sebab umumnya banyak sekali tanah di desa yang belum disertifikatkan sehingga 
banyak terjadi konflik. Penyelesaikan sengketa dengan model mediasi bertujuan 
untuk menghindari konflik yang lebih besar dan meluas, untuk itu perlu adanya 
mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Dalam proses 
mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala 
Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi masyarakatnya. Proses 
mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan 
cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai 
pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Menurut hasil observasi 
dan wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Rantebaru Kecamatan 
Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara dan data yang diperoleh dari pengadilan Negri 
Kolaka Utara, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa 

 
1 Bayu Dwi Prakoso, 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Kekuatan 
Imperatif Mediasi Pada Sengketa Perdata, Fakultas Syariah IAIN Palopo 
Herlina Ratna Sambawa Ningrum, 2014, Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah 
Berbasis Keadilan, Dalam Pembaharuan Hukum, Malang 
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tanah di Desa Rantebaru Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara dan di 
Pengadilan Negri Kolaka Utara dinilai kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kasus 
tersebut dan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara 
kedua pihak yang bersengketa.2 

4. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Hal Mediasi tentang Kasus 
Pertanahan 
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (Perma) mengisyaratkan bahwa 

mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tanpa 
mencari atau membahas siapa pihak yang menyebabkan terjadinya sengketa. 
Mediasi tidak diharuskan dalam suatu ruangan tertentu di Pengadilan Negeri 
tempat persengketaan diadili, tetapi dapat dilakukan dimana saja oleh para pihak 
yang bersengketa selama dalam waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 
2016. Hal ini mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada sidang pertama apabila telah dihadiri 
oleh kedua pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Apabila 
berhasil, maka dibuat penetapan hakim bahwa perkara telah selesai. Jika tidak 
berhasil, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Sebagaimana salah satu tugas 
mediator yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016. Mediasi tidak dapat 
dilaksanakan hanya dengan dihadiri oleh Advokat (kuasa hukum para pihak). 
Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektif tidaknya mediasi mengenai 
sengketa tanah yaitu tidak terlepas dari faktor-faktor  penghambat mediasi dalam 
menyelesaikan sengketa tanah. Faktor tersebut bahwa para pihak yang masih 
emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa 
hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan.3 

5. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang 
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak 
untuk memperoleh penyelelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. 
Sejatinya para pihak harus mempunyai iktikad baik untuk bisa dilakukan 
mediasi sehingga menemukan kesepakatan. Efektif tidaknya mediasi 
mengenai sengketa tanah yaitu tidak terlepas dari faktor-faktor 

 
2 Danang Sucahyo, wawancara, Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, 10 Agustus 2023 
https://www.dpr.gp.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf 
Malik.T, Amir Betteng, Uksar, Muslimin,Sofyan, wawancara, Desa Rantebaru Kecamatan 
Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara 
3 Widodo Ekatjahjana, 2016, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2016, Jakarta 
Heru Susanto, 2017, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Bilancia 
Septi Wulan Sari, 2017, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ahkam, 
Tulungagung 

https://www.dpr.gp.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf


 

 

penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah. Faktor tersebut 
bahwa para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat 
proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih 
memenangkan perkara dipengadilan. Ketidak hadiran salah satu pihak 
dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat 
proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi 
menjadi tidak efektif. 

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (Perma) 
mengisyaratkan bahwa mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan 
pihak yang bersengketa, tanpa mencari atau membahas siapa pihak yang 
menyebabkan terjadinya sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan merupakan bentuk 
pembaruan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yakni Perma 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hal ini karena 
dalam Perma tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu 
dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah 
penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada 
pencari keadilan. Mediasi tidak diharuskan dalam suatu ruangan tertentu di 
Pengadilan Negeri tempat persengketaan diadili, tetapi dapat dilakukan 
dimana saja oleh para pihak yang bersengketa selama dalam waktu yang 
ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi yang dilaksanakan di 
pengadilan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi 
penumpukan perkara, karena perbandingan signifikan antara jumlah hakim 
dengan perkara yang masuk ke pengadilan tidak sebanding yaitu banyaknya 
perkara dan sedikit hakim yang menanganinya. 

B. Saran 
Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada 

para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi, agar mampu 
memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa 
siap dan sigap dalam menjalankan tugas. Sehingga nantinya mampu 
mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan 
proses mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus- 
kasus atau pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam.  

Pemerintah daerah agar memperkenalkan adanya alternative 
penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi dengan melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih 
memahami mediasi dan melaksanakan dengan baik. Sehingga diselesaikan 
lewat non litigasi dan tidak langsung menggunakan jalur Pengadilan atau 
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litigasi, karena besar kemungkinan penyelesaian menggunakan jalur 
pengadilan merugikan salah satu pihak. 

Untuk masyarakat, hendaknya menyadari hak-hak atas tanah yang 
dimiliki, agar tidak terjadi suatu sengketa hak atas tanah. Dan mengurus 
administrasi tanahnya agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari. 
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